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ABSTRAK 

Penelitian ini mengangkat permasalahan hukum yang berkaitan 

dengan penjaminan benda bergerak dalam bentuk Jaminan Fidusia 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia guna mendapatkan kredit atau pinjaman dari lembaga 

pembiayaan. Persoalan muncul ketika objek yang dijadikan jaminan harus 

disita dan dieksekusi karena Debitur wanprestasi ternyata diakui sebagai 

benda milik Pihak Ketiga. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan, 

yaitu: 1) perlindungan hukum bagi pemilik objek jaminan fidusia yang harta 

bendanya dijadikan jaminan kredit oleh Debitur;2) analisis hukum terhadap 

pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 975 

K/Pdt/2020 terkait kepemilikan objek jaminan fidusia; dan 3) pandangan 

hukum Islam terkait jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa:1) adanya kewajiban pendaftaran jaminan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia menjadi dasar hukum untuk mengetahui status 

kepemilikan atas barang jaminan. Pihak Ketiga yang memiliki iktikad baik 

akan mendapatkan perlindungan hukum dengan mengajukan gugatan ke 

Pengadilan atau membuat hubungan hukum pinjam meminjam uang 

seharga objek yang dijadikan jaminan oleh Debitur setelah dilakukannya 

sita dan eksekusi; 2) Penulis setuju dengan argumentasi hukum dari Hakim 

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi yang mendasarkan bukti-bukti 

tertulis menunjukkan kepemilikan atas objek barang jaminan adalah milik 

Debitur; 3) Dalam hukum Islam hak jaminan dikenal dengan istilah Ar Rahn 

(barang jaminan). Ar rahn di tangan al mutahin (pemberi utang) hanya 

berfungsi sebagai jaminan utang ar rahin (orang yang berutang). Barang 

jaminan itu baru boleh dijual/dihargai sesuai dengan kesepakatan kedua 
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belah pihak. Hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, 

apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya. Menurut para 

ulama Fiqh mengemukakan bahwa akad ar rahn dibolehkan dalam Islam, 

berdasarkan al Quran dan sunnah Rasul. Namun pengaturan mengenai 

konsep jaminan fidusia secara eksplisit belum diatur menurut perspektif 

Islam maupun dari fatwa ulama. 
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